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BAB VI 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian 

guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

berhubungan dengan Analisis Pelayanan pada Kantor Camat Dumai Timur 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pelayanan Publik pada Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai  dapat 

dikategorikan Cukup Baik, kenyataan ini terbukti dari penelitian yang penulis 

lakukan terhadap 5 (Lima) indikator yaitu: Tangible (fasilitas fisik), Reliability 

(kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), 

Empathy (empati). 

Dalam Pelayanan Publik pada Kantor Camat Dumai Timur dari 115 

responden diperoleh skor secara keseluruhan 3.342 (64,58%), 

dikategorikan Cukup Baik karena berada pada rentang skor 1.726-3.450. 

2. Faktor pendukung Pelayanan Publik pada Kantor Camat Dumai Timur yaitu: 

a. Adanya Assurance (jaminan) dalam Pelayanan Publik pada Kantor 

Camat Dumai Timur Kota Dumai 

b. Adanya Emphaty (empati) dalam Pelayanan Publik pada Kantor Camat 

Dumai Timur Kota Dumai 
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c. Adanya Responsiveness (Daya Tanggap) dalam Pelayanan Publik pada 

Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai 

Sedangkan faktor penghambat Pelayanan Publik pada Kantor Camat Dumai 

Timur yaitu: 

a. Masih kurangnya Tangible (fasilitas fisik) dalam Pelayanan Publik pada 

Kantor Camat Dumai Timur Kota Dumai 

b. Masih kurangnya Reliability (kehandalan) dalam Pelayanan pada Kantor 

Camat Dumai Timur Kota Dumai 

B. Saran 

Berdasarkan faktor penghambat, saran yang ingin penulis sampaikan 

yaitu: 

1. Disarankan kepada Camat Dumai Timur untuk meningkatkan peralatan 

kerja yang modern dan penggunaan komputer secara optimal dalam 

pengurusan pelayanan. Karena peralatan kerja sangat penting bagi 

organisasi sebagai penunjang proses pencapaian tujuan, dan juga 

penggunaan peralatan tersebut. 

2. Disarankan kepada Camat Dumai Timur untuk memberi arahan kepada 

para pegawainya untuk menyelesaikan proses pelayanan dengan tepat 

waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah 

ditetapkan. Dengan begitu masyarakat tidak perlu menunggu lama pada 

saat proses pelayanan. 
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